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Abstrak: Secara substantif, sistem hukum ketenagakerjaan memiliki peran yang krusial dalam menciptakan kepastian
hukum dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur relasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, hukum ketenagakerjaan
memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja. Perlindungan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai
pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengaturan waktu kerja dan waktu
istirahat. Selain itu, aspek penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga menjadi bagian penting dalam kerangka
pengaturan tersebut. Dengan adanya pengaturan yang menyeluruh tersebut, diharapkan dapat terwujud hubungan kerja
yang lebih adil, proporsional, dan seimbang. Selain itu, keberadaan ketentuan tersebut diharapkan mampu memberikan
perlindungan sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan.
Penelitian ini menggunakan “metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan
serta didukung oleh studi kepustakaan”. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi
sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi pekerja dalam berbagai aspek hubungan
kerja. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
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ensures the fulfillment of workers’ rights within the employment framework. This
protection is reflected in the regulation of wage systems, social security, occupational
safety and health, as well as working hours and rest periods. Moreover, it provides
guidelines on working hours along with procedures for handling industrial relations
disputes. With such comprehensive regulations, it is expected that employment
relationships can be established in a fair, proportional, and balanced manner.
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law is expected to foster harmonious and sustainable industrial relations while also
contributing to the improvement of workers’ welfare in Indonesia.
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Pendahuluan

Sektor ketenagakerjaan merupakan elemen strategis dalam pembangunan nasional
karena berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan
ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan
diartikan sebagai “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari tahap
sebelum bekerja, selama berada dalam masa kerja, hingga setelah berakhirnya hubungan
kerja”. Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan di
bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja,
memperluas kesempatan kerja, serta memastikan terpenuhinya perlindungan atas hak-hak
pekerja dalam hubungan kerja dengan pengusaha (Peraturan BPK). Sebagai langkah untuk
memperluas kesempatan kerja sekaligus menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara
dalam memperoleh pekerjaan yang layak, pemerintah menetapkan “Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”. Kebijakan ini merupakan
bagian dari langkah reformasi regulasi yang bertujuan untuk memperluas penciptaan
lapangan kerja, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat perlindungan sekaligus
meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja di tengah perkembangan kondisi
perekonomian yang terus berubah (Ketentuan Umum tenaga Kerja) (Repository UKI).

Melalui regulasi tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap berbagai
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan perubahan
terhadap sejumlah aturan yang sebelumnya diatur dalam “UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan”. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai langkah untuk
menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha serta membentuk hubungan kerja
yang adil, produktif, dan berkesinambungan.

Di samping itu, hukum ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menata
hubungan antara pekerja dan pengusaha agar berlangsung secara proporsional. Pada
pelaksanaannya, hubungan kerja sering memunculkan berbagai permasalahan yang
berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja.
Maka dari itu, diperlukan seperangkat peraturan hukum yang mampu mengatur hubungan
tersebut sehingga tercipta kondisi kerja yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi
pekerja maupun pengusaha (Peraturan BPK).

Pada hakikatnya, hukum ketenagakerjaan merupakan cabang dari sistem hukum
yang secara khusus berfokus pada pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan
pengusaha, termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan mencakup berbagai
aspek, seperti hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan pekerjaan, serta perlindungan
terhadap tenaga kerja agar tidak mengalami perlakuan yang merugikan dalam hubungan
kerja (Mawardi Khairi).

Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga berperan penting dalam menjaga
keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Dalam praktiknya, pekerja
kerap berada pada posisi yang lebih lemah, baik dari aspek ekonomi maupun sosial,
sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Dengan adanya
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pengaturan hukum yang jelas dan tegas, diharapkan hubungan kerja dapat berjalan secara
harmonis, produktif, serta memberikan manfaat bagi kedua pihak yang terlibat (Mawardi
Khairi).

Hukum ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum yang
secara khusus mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha beserta seluruh aspek
yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Pengaturan tersebut mencakup hak dan
kewajiban para pihak, pelaksanaan pekerjaan, hingga bentuk perlindungan terhadap
tenaga kerja agar tidak mengalami perlakuan yang merugikan dalam hubungan kerja
(Jurnal Unived).

Di samping mengatur hubungan kerja, hukum ketenagakerjaan juga berfungsi
sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan pengusaha.
Dalam kenyataannya, pekerja sering menempati posisi yang lebih lemah daripada
pengusaha, baik dalam dimensi ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, kehadiran
negara melalui pengaturan hukum sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan
yang memadai kepada tenaga kerja. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan tegas,
hubungan kerja diharapkan dapat berlangsung secara harmonis, produktif, dan
memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Hubungan kerja tidak hanya dapat dipahami dalam konteks ekonomi, tetapi juga
dalam konteks hukum karena memunculkan kewajiban dan hak bagi pihak-pihak yang
terlibat. Oleh sebab itu, pelaksanaan hubungan kerja perlu berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kepastian hukum dan perlindungan yang
berimbang dapat terwujud (Sadapenerbit).

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja dimaknai sebagai relasi
antara pekerja dan pengusaha yang terbentuk berdasarkan perjanjian kerja yang
menetapkan hak serta kewajiban masing-masing pihak, yang pada hakikatnya tidak hanya
bersifat ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan sosial. Dalam
pelaksanaannya, hubungan ini menunjukkan adanya saling ketergantungan antara pekerja
dan pengusaha, sehingga diperlukan penerapan prinsip keadilan, keseimbangan, dan
itikad baik guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan
(Media Penerbit Indonesia).

Pengaturan tersebut turut meliputi berbagai aspek penting, seperti perlindungan
tenaga kerja, pengaturan kondisi kerja yang layak, serta langkah-langkah pencegahan
terhadap timbulnya perselisihan dalam hubungan industrial. Dengan adanya ketentuan ini,
setiap pihak diharapkan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Universitas Tidar).

Dengan demikian, keberadaan hukum ketenagakerjaan menjadi sangat penting
dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja sekaligus memberikan kepastian
hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja. Melalui pengaturan yang komprehensif,
hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat mendorong terciptanya hubungan industrial
yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan sehingga berkontribusi terhadap
pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Universitas Tidar).
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Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis
normatif, yang dilakukan melalui penelaahan dan analisis terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan
hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan
dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan
dokumen hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan “data sekunder yang terdiri
atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder
yang bersumber dari literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier
yang digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
lainnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui “studi kepustakaan
dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang
diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui proses penguraian dan penafsiran
terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang telah
ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur
perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia diatur dalam berbagai
“peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
pekerja dalam hubungan kerja. Salah satu landasan hukum yang utama dalam pengaturan
tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja”. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap
berbagai pengaturan di bidang ketenagakerjaan guna memperkuat perlindungan bagi
tenaga kerja, pemerintah melakukan berbagai perubahan kebijakan berupa revisi,
penghapusan, serta penambahan beberapa aturan terkait ketenagakerjaan guna
memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja
dalam mendukung perkembangan ekonomi dan iklim investasi (Badan Pemeriksa
Keuangan RI, 2023).

Pengaturan tersebut mencakup pemenuhan berbagai hak pekerja, antara lain upah
minimum, jaminan sosial, waktu kerja, dan kompensasi yang harus dipenuhi oleh
pengusaha sebagai wujud perlindungan terhadap tenaga kerja (ASEAN Briefing).

Di samping itu, hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam
mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha guna mewujudkan hubungan kerja
yang adil dan proporsional. Perlindungan bagi tenaga kerja diperlukan mengingat dalam
praktiknya pekerja kerap menempati posisi yang lebih lemah dibandingkan pengusaha.
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Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat
menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus memastikan terpenuhinya
hak-hak tenaga kerja selama berlangsungnya hubungan kerja (Jurnal UNS).

Keberadaan hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin perlindungan
bagi pekerja agar hak-hak mereka tetap terlindungi dalam hubungan kerja. Perlindungan
tersebut mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan ekonomis yang berkaitan dengan
pemenuhan penghasilan yang layak, perlindungan sosial melalui jaminan kesehatan dan
hak untuk berserikat, serta perlindungan teknis yang berhubungan dengan keselamatan
dan keamanan kerja (Jurnal Unived).

Ketentuan tersebut mencakup berbagai pengaturan mengenai “upah minimum,
jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja, waktu istirahat,
hingga perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mengalami
perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”. Selain itu,
perlindungan tenaga kerja juga ditujukan untuk menjaga agar hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha berlangsung secara adil dan seimbang. Hal ini menjadi penting
karena dalam praktiknya pekerja sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan
pengusaha. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka hukum yang secara tegas mengatur hak
dan kewajiban para pihak. Perlindungan tersebut mencakup aspek keselamatan dan
kesehatan kerja, serta jaminan kepastian hukum melalui ketentuan peraturan perundang-
undangan yang memuat perintah, larangan, dan sanksi bagi setiap pihak yang melanggar
ketentuan di bidang ketenagakerjaan (ABNR Law, 2024).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan dalam hubungan kerja,
termasuk pemutusan hubungan kerja, harus dilaksanakan atas dasar alasan yang sah serta
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pada dasarnya, sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia lebih menekankan upaya
pencegahan pemutusan hubungan kerja agar keberlangsungan hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha tetap dapat terjaga.

Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, pelaksanaannya wajib
dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, antara lain melalui pemberitahuan
kepada pekerja disertai alasan yang jelas. Pekerja juga diberikan hak untuk mengajukan
keberatan atas keputusan tersebut, yang penyelesaiannya ditempuh melalui prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan
hukum yang berlaku.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja tidak
hanya terbatas pada masa berlangsungnya hubungan kerja, tetapi perlindungan hukum
tidak hanya diberikan selama hubungan kerja berlangsung, melainkan juga pada saat
terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam kondisi demikian, pekerja tetap berhak atas
pemenuhan hak-haknya, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, serta kompensasi
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja yang
berlaku.
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Dengan demikian, keberadaan ketentuan tersebut memberikan jaminan kepastian
hukum sekaligus perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja, baik selama
berlangsungnya hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja tersebut.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum ketenagakerjaan tidak semata-mata
berperan sebagai perangkat pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan serta
mekanisme penyeimbang kepentingan antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan
industrial di Indonesia (ABNR Law, 2024).

Bagaimana peran sistem hukum ketenagakerjaan dalam memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia

Sistem hukum ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memberikan
kepastian hukum serta perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia. Melalui ketentuan
dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah
dalam pelaksanaan kegiatan kerja diatur secara jelas. Pengaturan tersebut dimaksudkan
untuk mewujudkan hubungan kerja yang tertib, adil, dan berlandaskan pada ketentuan
hukum yang berlaku. Selain itu, sistem hukum ketenagakerjaan memiliki peran penting
dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dalam hubungan kerja.
Hal ini menjadi relevan karena dalam praktiknya pekerja sering berada pada posisi yang
lebih lemah dibandingkan pengusaha. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan berfungsi
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja sekaligus mendorong terciptanya
hubungan industrial yang harmonis, adil, dan seimbang (Universitas Bung Hatta, 2025).

Pada dasarnya, sistem hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja yang
melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pengaturan tersebut mencakup berbagai
aspek, antara lain perjanjian kerja, hubungan industrial, serta ketentuan yang mengatur hak
serta kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. (Universitas Semarang).

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja yang meliputi perjanjian kerja,
hubungan industrial, serta hak dan kewajiban para pihak, yang diperkuat oleh peran
pemerintah dalam pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa melalui
mekanisme arbitrase, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial guna menjamin
kepastian hukum dan keadilan (Makarim & Taira S, 2019).

Melalui pengaturan tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum dalam hubungan
kerja sehingga setiap pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang.
Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga berperan dalam memberikan perlindungan bagi
tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan upah, kesehatan dan
keselamatan kerja, serta jaminan sosial bagi pekerja agar tenaga kerja memperoleh
perlakuan yang adil dan layak dalam menjalankan pekerjaannya (Jurnal Unissula).

Sistem hukum ketenagakerjaan melibatkan sejumlah pihak dalam pelaksanaan
hubungan kerja, seperti pekerja atau buruh, pengusaha, serikat pekerja, organisasi
pengusaha, dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak
semata-mata mengatur relasi antara pekerja dan pengusaha, melainkan juga mencakup
keterlibatan berbagai lembaga yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan
kepentingan dalam hubungan industrial. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan
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hubungan kerja dapat berlangsung secara lebih adil dan harmonis serta mampu menjamin
kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja (Makarim & Taira S, 2019).

Ketentuan yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja serta tata cara
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Melalui pengaturan tersebut, tenaga kerja
tidak hanya dijamin hak-haknya selama berlangsungnya hubungan kerja, tetapi juga
memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi sengketa antara pekerja dan pengusaha.

Selain itu, sistem hukum ketenagakerjaan juga memberikan kesempatan kepada
pekerja untuk memperjuangkan kepentingannya melalui pembentukan maupun
keikutsertaan dalam serikat pekerja. Keberadaan serikat pekerja menjadi sarana penting
bagi tenaga kerja dalam menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan hak-haknya, baik
dalam proses perundingan dengan pengusaha maupun dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial (Universitas Darussalam Gontor).

Dengan adanya peran tersebut, posisi pekerja yang pada umumnya lebih lemah
dapat diperkuat, sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan kerja. Hal ini pada
akhirnya mendukung terwujudnya hubungan industrial yang adil, harmonis, serta
memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, sistem hukum ketenagakerjaan mencakup ketentuan terkait PHK beserta
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan tersebut bertujuan
untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memastikan bahwa setiap konflik antara
pekerja dan pengusaha dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku (ABNR Counsellors at Law, 2023).

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum
ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam mengatur hubungan kerja sekaligus
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Melalui berbagai ketentuan yang berlaku,
tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Bentuk perlindungan tersebut meliputi pengaturan mengenai upah, jaminan sosial,
keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja, hingga perlindungan dalam hal berakhirnya
hubungan kerja, yang dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian perselisihan guna
menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Selain itu, sistem hukum ketenagakerjaan juga
berfungsi untuk memperkuat kedudukan pekerja yang pada umumnya berada pada posisi
yang lebih lemah dibandingkan pengusaha, sehingga hubungan kerja dapat berlangsung
secara adil dan proporsional. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan serta
penyeimbang kepentingan dalam hubungan industrial.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum
di bidang ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan serta
optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan peran dan kapasitas lembaga pengawas ketenagakerjaan,
peningkatan kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan hukum, serta peningkatan
kesadaran hukum di kalangan tenaga kerja. Selain itu, mekanisme penyelesaian
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perselisihan hubungan industrial perlu terus ditingkatkan agar lebih efektif, efisien, dan
mampu memberikan rasa keadilan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan
pendekatan empiris guna mengkaji implementasi ketentuan ketenagakerjaan dalam
praktik, termasuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum, sehingga
dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan
ketenagakerjaan.
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